
PRESIOEN
REPUELIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMILIHAN UMUM

SALINAN

Menimbang:

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan hrjuan
nasional sebagaimana termaktu-b dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk
T"m+! anggota Dewan Perwakilan Ra-lryat, anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil pr-iiden, dan
untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah,
sebagai sarana perwqludan kedaulatan ralgrat untuk
menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang
demokratis berdasarkan pancasila dan Undan!-Undani
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa. diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai
perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan
berintegritas demi menjamin konsiitensi dan kepastian
hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;

bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya
suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujrir,
dan adil;

b.

d. bahwa. . .
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d. lfry.: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 20Og tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden, Undangl
lndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaL

lepilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor g
]frq .2012 tentang pemilihan Umum Aiggota Dewan
Perwakilan Ralryat, Dewan perwakilan Daerah]dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan
disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai
landasan hukum bagi pemilihan umum secara serintak; -

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
membentuk Undang-Undang tentang pemilihan Umum;-

Mengingat: Pasal I ayat (2), pasal S ayat (1), pasal 6, pasal 6A, pasal lg
ayat (3), Pasal 19 ayat (1), pasal 20, pasal 22C ayat (1), dan
Pasal 228 Undang-Undang Dasar Negara Republii< Indonesia
Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII"AN RAIffAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM.

BUKU.. .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

BUKU KESATU

KETENTUAN UMUM

BAB I
PENGERTIAN ISTII,AH

Pasal I
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah

sarana kedaulatan rat<yat unhrk memilih anggota Dewan
!erw.{<ita1 Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil presiden, dan unhrk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan siara
langsung, umum, bebas, rahasra, jdur, dan adil dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila

1!a1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

2. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu
yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.

3. Presiden dan Wakil presiden adalah presiden dan Wakil
lesidgn sebagaimana dimaksud dalam Undang_Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Penyakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DpR
adalah Dewan Perwakilan naryat setagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara i.epublik Indonesia
Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingfut DpD
adalah Dewan perwakilan Daerah sebagai*ana limat<sua
dalam Undang-Undang Dasar Negara iepublik Indonesia
Tahun 1945.

6. Dewan Penrrakilan Ra!:yat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan perwakilan naryat Daerah irovinsi?anDewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota
s€|bageiqran4 dimaksud datam Undang-Undang Oasar Nigara
Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Penyelenggara . .
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Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang
menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihai
Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi
lenyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewin
Perwakilan Ralqrat, anggota Dewan perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah secara langsung ileh
rakyat.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KpU
adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional,
tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat
KPU Provinsi adalah Penyelenggara pemilu di provinsi.
Komisi Pemilihan Umum l(abupaten/Kota yang selanjutnya
{1"_r"gt"t KPU Kabupaten/Kota adalah penyelen-ggara Femitu
di kabupaten/kota.

Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat ppK
adalah panitia yang dibentuk oleh KpU Kabupaten/Kota.
untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau
nama lain.

Pl"itF Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat ppS
adalah panitia yang dibentuk oleh KpU Kabupaten/Kota
untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau
nama lain.
Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat
PPLN adalah panitia yang dibentuk oteh KpU untuk
melaksanakan Pemilu di tuar negeri,
Ke.lorlnok P.enyelenggara pemungutan Suara yang
selanjutnya disingkat KppS adalah kelompok yang dibentuf
oleh PPS unhrk melaksanakan pemungutan 

"u"riai tempat
pemungutan suara.

Kelompok Penyelenggera Pemungutan Suara Luar Negeri
y.1nC se.lanjytnya disingkat KppSLN adatah kelompok ying
dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara
di tempat pemungutan suara luar negeri.

8.

9.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16. Petugas. . .
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Petugas Pemutakhiran Data pemilih yang selanjutnya disebut
Pantarlih adalah petugas yang dibentuk-oteh ipS atau ppLN
unhrk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data
pemilih.

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu
4d+ lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi
Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut
Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi
Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya
disebut Bawaslu lhbupaten/Kota adalah badan untuk
mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah
kabupaten/kota.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang seladutnya
disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk
oleh Bawaslu lhbupaten/Kota untuk mengawasi
Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau narna
lain.

Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya
disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk
mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau
nama train.

Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya
disebut Panwaslu LN adalah pehrgas yang dibentuk oleh
Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar
negeri,

Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya
disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh
Panwaslu Kecamatan untuk membantu panwaslu
Kelurahan/Desa.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya
disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani
pelanstaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

22.

23.

24.

25. Tempat. . .
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Tem.pat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TpS
adalah tempat dilaksanakannya pemurr[utan suara.

TgTplt Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnyadisingkat TPSLN adalah tempat -dilaksanakannya

pemungutan suara di luar negeri.
Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota
PP_R, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD
kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DpD,
dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai potitit 

"taugabungan partai politik untuk pemilu prisiden-dan Wakil
Presiden.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil presiden yang
selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan caloi
peserta Pemilihan Umum presiden dan Wakil presiden yang
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai potiti[
yang telah memenuhi persyaratan.

Parai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah
memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota Onn,
anggota DPRD provinsi, dan anggota DpRD kabupaten/kota.
Gabungan Partai Politik Peserta pemilu adalah gabungan
2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sarna
bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan ealon.
Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah
memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggotabpD.
e_9n{gduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonisiiatau di luar
negeri.

WTga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa tain yang aisafrt<an
dengan undang-undang sebagai wargi negara.-
Pemilih 

"q4"h 
Warga Negara Indonesia yang sudah genap

berumur 17 (tqjuh belas) tahun atau leLih, sudah tawd,
atau sudah pemah kawin.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35. Kampanye. . .
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Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak
S".fq dihrnjuk oleh pesirta pemilu untuk meyakinkan
Pgmili]r.dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau
citra diri Peserta Pemilu.

Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan
untuk melakukan aktivitas ltampanye pemilu.-

*qgT"r, Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah renCana -keuingan 

tahunan
pemerintahan negara yang disetqjui oleh DpR.

!"1F. Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut
Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan trut ir* tindak
gidala Pemilu yang terdiri atas unsui Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, aanTatau
Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan ttegeri.

37.

38.

BAB II
ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu hanrs
melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana
dimaksud ddam Pasal 2 d,an penyelenggaraannya harus
memenuhi prinsip:

a. mandiri;

b. jujur;
c. adil;

d.berkepastian...
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d. berkepastian hukum;
e. tertib;

f. terbuka;

proporsional;

profesional;

akuntabel;

efektif; dan

efisien.

Pasal 4
Pengahrran Penyelenggaraan pemilu bertujuan unhrk:
a. memperkuat sistem ketatanegaraan ySng demokratis;
b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;

d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi
dalam pengahrran pemilu; dan

e. meurujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Pasal S
Penyandang disabilitas yang 

. memenuhi syarat mempunyai
IT:*p1tan ymF sama slUagai pemilih, sebigai calon 

"irggit"PPR: -sebagai calon_ anggota Dpo, sebagai cal&r presiden/fr.r.il
Presiden, sebagai calon anggota DPRD, din sebagai penyelengs;
Pemilu.

BUKU
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BUKU KEDUA

PEMELENGGARA PEMILU

BAB I

KPU

Bagran Kesatu

Umum

Pasal 6
KPU terdiri atas:

a. KPU;

b. KPU Provinsi;

c. KPU lGbupaten/Kota;

d. PPK;

e. PPS;

f. PPLN;

C. KPPfI; dan

h. KPPSLN.

(1)

(2)

(3)

Pasal 7
Wilayah kgrj-a KnU meliputi seluruh wilayah Negara Kesahran
Republik Indonesia.

KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.
D.fla1n menyelengganakan pemilu, KpU bebas dari pengaruh
pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugal dan
wewenangnya,

Bagian . . .
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Bagian Kedua 
:

Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 8
(1) KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
(21 KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
(3) KP_U Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan

KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan koL.
(4) KPlr, KPU Provinsi, dan KpU I(abupaten/Kota berkedudukan

sebagai lembAga nonstrukhrral.

Pasal 9

KPU, KPU Provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota bersifat
hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KpU Kabupa.ten/Kota
pada satuan pemerintahan daerah yahg bersifat khusus atau
istimewa yang diatur dengan undang-undang.

{lU, KPU Provinsi, dan KPU l(abupaten/Kota sebegaimana
dimaksud pada ayat (l) bersifat tet"p.
Dalam menjalankan tugasnya:

a. KPU dibantu oleh sekretariatjenderal;

b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing
dibantu oleh sekretariat.

Ketentuan mengenai tata keda KpU, KpU provinsi, dan KpU
Kabupaten/ Kota diatur dengan peraturan KpU.

Pasal l0
(l) Jumlah anggota:

a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
b. KPU Provinsi sebanyak S (lima) atau 7 (tujuh) orang; dan

(1)

t2t

(3)

(4)

c. KPU.
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(2)

(3)

(4t

(s)

(6)

(7t

(8)

(e)

c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak g (tiga) atau S (lima)orang. l

Penetapan jumlah anggota KpU provinsi dan KpU
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf c didasarkan pada lriteri. l"*f"fipenduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif
pemerintahan.

{_u3lah anggota KPU hovinsi dan jumlah anggota KpU
Kabupaten/Kota sebageimana dimaksud pada-ayat (2)
tercg!1m dalam Lampiran I yang merupakan Uagisul tiaa[
terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota
terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota,
Ketua KPU, ketua KPU provinsi, dan ketua KpU
Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.

_Seliap anggota KPU, anggota KpU provinsi, dan anggota KpU
Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.
Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KpU provinsi, dan
keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhaiikan
keterwakilan perempuan paling sedikit 3O% (tiga puluh
persen).

{abltan Ketua dan anggota KpU, ketua dan anggota KpU
Provinsi, dan ketua dan anggota KpU Kabupaten/Kota
terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
Masa jabatan keanggotaan KpU, KpU provinsi, KpU
Kabupaten/Kota adalah selama S (lima) tahun dan
sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali
masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Pasal 11

(1) Ketua.KPU mempunyai tugas:
a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KpU;
b. bertindak untuk dan atas nama KpU ke luar dan ke

dalam;

c. memberikan . . ,
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c. memberikan keterangan resmi tentang kebiiakan dan
kegiatan KpU; dan

d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KpU.

Tetentuan mengenai tugas Ketua KpU sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) Gdaku secara mutatis rn-utandis
lgrhadap tugas ketua KpU provinsi dan ketua KpU
Kabupaten/Kota, kecuali untuk menandatangani peraturan
KPU.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KpU, ketua KpU
Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/l{ota bertanggung jawab
kepada rapat pleno.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketige

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Paragraf I
KPU

Pasal 12

b.

KPU bertugas:

a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan
jadwal;

merryusun tata kerja KpU, KpU provinsi, KpU
Kabupaten/Kota, ppK, pps, Kpps, ppLN, dan KppsLN;
menrusun Peraturan KpU unhrk setiap tahapan pemilu;
mengoordinasit<an, menyelenggarakan, mengendalikan, dan
memantau semua tahapan pemilu;

menerima daftar pemilih dari KpU provinsi;

memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu
terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yangdisiapkan dan diserahkan oleh iemerintah -d;
menetapkannya sebog"i daftar pemilih;

c.

d.

e,

f.

g, membuat . . .



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-13-

J.

membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasilpenghitungan suara serta wajib menyeraht<ainya kepada
saksi Peserta pemilu dan BawaJlu; -

mengumumkan calon anggota DpR, calon anggota DpD, dan
Pasangan Calon terpilih seita membuat berita?caranya;
menindaklanjuti dengan segera puhrsan Bawaslu atas
temyan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau
sengketa Pemilu;

menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang KpU keiadi
masyarakat;

melakukan evaluasi dan _membuat laporan setiap tahapan
Penyelenggaraan pemilu; dan
melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu
sesuai dengan ketentuan perahran perundan!-undangan.

Pasal 13

KPU berwenang:

a. menetapkan tata ke$a KpU, KpU provinsi, KpU
IGbupaten/Kota, ppK, pps, Kpps,'ppLN, dan KppsLli;

b. menetapkan Peraturan KpU untuk setiap tahapan pemilu;
c. menetapkan peserta pemilu;

d. menetapkan dan m€ngumumkan hasil rekapitulasi
perghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasilrekapitulasi penghitungan suara di KpU provinsi-";t"il
Pemilu Presiden dan Wakit presiden dan untuk pemilu
anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara disetiap KPU provinsi untuk pemilu 

""gi.* ipD derrgar,membuat berita acara penghitungan sGrra dan sertiffrat
hasil penghitungan suara;

e. menerbitkan keputusan KpU unttrk mengesahkan hasilPemilu dan mengumurnkannya;

f. menetapkan . . .
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menetapkan dan mengumumkan pgrolehan jumlah rcursi
anggota DPR, anggota DPRD proviqsi, dan anggota DPRD
kabupaten/kota unhrk setiap partai politik pesirta pemilu
Snggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD
kabupaten/kota;

menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan
pendistribusian perlengkapan ;

membenttrk KPU Provinsi, KPU KabupatenfKota, dan ppLN;

mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KpU
Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota ppLN;

menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
sementara anggota KpU provinsi, anggota KpU
Kabupaten/Kota, anggota ppLN, anggota fFpSU.t, dan
sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan
yang mengakibatJcan terganggunya tahapan penyelenggaraan

femilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan
Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan;

menetapkan kantor aliuntan publik unhrk mengaudit dana
Ihmparrye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan
dana Kampanye Pemilu; dan

melaksanakan wewenErng lain dalam penyelenggaraan
Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perunaang-
undangan.

Pasal 14

KPU berkewajiban:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu
secara tepat wakhr; 

:

b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
c- menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu

kepada masyarakat;
d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangin;

j.

l.

e.mengelola...

k.
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mengelola,, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penJrusutannya berdasarkan jadwal retensi
arsip y,ang disusun oleh KpU dan lembaga pelnerintah yang
menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang dis;buI
dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
mengelola barang inventaris KpU sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

menyampaikan laporan periodik mengenai
Penyelenggaraan Pemilu kepada presiden dan DpR
tembusan kepada Bawaslu;

membuat berita acara pa.da setiap rapat pleno
ditandatangani oleh kehra dan anggota KpU;-
menyampaikan laporan Penyelenggaraan pemilu kepada
Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling
lamlat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji
pejabat;

melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas
pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu;

menyediakan data hasit Pemilu secara nasional;
melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih
secara berkelanjutan dengan memperhatikan data
kependudukan sesuai ketentuan peraiuran perundang-
undangan;

melaksanakan putusan DKPp; dan
melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

tahapan
dengan

KPU yang

J'

k.

l.

m.

n.

Paragrat 2

KPU Provinsi

Pasal 15

Tugas KPU Provinsi:

a. menjabarkan program dan melaksanalan anggaran;

b. melalsanakan . . .
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melaksanakan semua tahapan penyelenggar€ran pemilu di
provinsi sesuai dengan ketentuan 

- 
peratu.an perundang-

undangant

mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan
ElBp"r, Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh
KPU Ikbupaten/Kota;

menerima daftar Pemilih dari Kpu KabupatenlKota, dan
menyampaikannya kepada KpU;

memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data pemilu
terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang
disiapkan dan diseratrkan oleh pemerintah - 

dan
menetapkannya sebagai daftar pemilih;

merekapihrlasi hasit penghittrngan suara pemilu anggota
DPR dan anggota DPD serta Pemilu presiden dan watcit
Presiden di provinsi yang bersangkutan dan
mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil
rekapihrlasi penghitungan suara di KpU Kabupaten/Kota;
membuat berita acara penghitungan suara serta membuat
sertifikat penghitungan suara dan wajib menyeratrkannya
kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu provinsi, dan KpU;
mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai
dengan alokasi jumlah kursi setiap daeratr pCmilihan di
provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
melaksanakan puhrsan Bawaslu dan Bawaslu provinsi;

menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang Kpu provinsi kepada
masyarakat;

melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
Penyelenggara€ul Pemilu; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kpu dan/atau
ketentuan perahrran perundang-undangan.

c.

d.

e.

h.

l.

Pasal 16. . .

l.

j.
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Pasal 16

KPU Provinsi berwenang:

a. menetapkan jadwal pemilu di provinsi;
b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapittrlasi

penghitungan suara pemilu anggota DPRD irovinsiberdasarkan -hasil rekapitulasi di--Kpu Kabupatin/Kota
dengan membuat berita acara penghihrngan .rr* dan
sertifikat hasil penghihrngan suara;

c. menerbitkan keputusan Kpu provinsi unhrk mengesahkan
hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;

d. menjahrhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
sementara anggota KPU Kabupaten/Kota. yang terbukti
melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan- p,rtus"r,
Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, dan/atau ketentuan
perahrran perundang-undangan; dan

e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh Kpu
dan/ atau ketenhran peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

KPU Provinsi berkewajiban:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu
dengan tepat waktu;

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu
kepada masyarakat;

d. melaporkan pertanggungiawaban penggunaan anggaran
sesuai dengan ketentuan perahrran perundang-undangan;

e. menyampaikan l,aporan perthnggungiawaban semua kegiatan
Penyelenggaraan Pemilu kepada KpU;

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penSrusutannya berdasarkan jadwal retensl
arsip yang disusun oleh KpU provinsi dan lembaga kearsipan
provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh *pu
dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

g.mengelola...
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m.

n.
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mengelola barang inventaris KpU provinsi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan
fenyelenggaraan 

pemilu kepada KpU dan dJngan tembusan
kepada Bawaslu;

membuat berita acara pada setiap rapat pleno KpU provinsi
yang ditandatangani oleh ketua dan."ggot KpU provinsi;

melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu
Provinsi;

menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di
tingkat provinsi;

melakukan pemutaHriran dan memelihara data pemilih
secara- berkelanjutan dengan memperhatikan data
kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

melaksanakan putusan DKpp; dan
melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KpU
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

KPU Kabupaten/Kota

Pasal 18

KPU Kabupaten / Kota. bertugas:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di

kabupaten/kota berdasarkan keteniuan peraturan
perundang-undangan;

c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan
penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KppS dalam wilayah
kerjanya;

d. menyampaikan daftar pemilih kepada KpU provinsi;

e. memutakhirkan . , .

h.

k.



h.
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,'

memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu
terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang
disiapkan dan diserahkan oleh Femerintah - 

da;
menetapkannya sebagai daftar pemilih; 

;

melakukan dan mengumumkan rekapihrlasi hasil
pengtrihrngan suara Pemilu anggota DpR, anggota DpD,
Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRDprovinsi serta anggota DPRD kabupaterr/tot" yang
bersangkutan berdasarkan berita acara hasil' rekapituusf
suara di PPK;

membuat berita acara penghihrngan suara dan sertifikat
pefshitungan suara serta wqiib menyerahkannya kepada
saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Kpu
Provinsi;

mengtrmumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih
:9spai dengan alokasi jumlah krrrsi setiap daeratr pemilihan
di kabupaten/kota yang bersanglmtan dan membuat berita
acaranya;

menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang
ferkaitan dengan tugas dan wewenang Kpu lkbupaten/-Kota
kepada masyarakat;

melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kpu, Kpu
Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang=
undangan.

i.

J.

Pasal 19

KPU IGbupaten/ Kota berwenang:

a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
b. membentuk PPK, PPS, dan KppS dalam wilayah kerjanya;

c.menetapkan...

oD'

k.
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menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan
ryara. Pgmlu anggota DpRD kabupaten/kota- beidasarkan
rekapitulasi penghitungan suara di ppK dengan membuat
Denta acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapihrlasi
suara;

menerbitkan keputusan KpU Kabupaten/Kota untuk
mengesahkan hasil Pemilu anggota DpFfD kabupaten/kota
dan mengumumkannya;

menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktilkan
serye_ntqa anggota PPK dan anggota ppS yang terbukti
mgtalrutal tindakan yang mengakibatkan terganggunya
Fh.pT Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan
Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu
Kab-upaten/Kota, dan/atau ketentuan pe.aturan perundang_
undangan; dan

melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KpU, KpU
Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 20
KPU l(abupaten/ Kota berkewajiban:
a. melaksanakan semua tatrapan penyelenggaraan pemilu

dengan tepat waktu;
b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu

kepada masyarakat;

d. melaporkan pertanggungiawaban penggunaan anggaran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan;

e. menyarnpaikan laporan pertanggungiarraban semua kegiatan
Penyelenggaraan Pemilu kepada KpU melalui KpU proviisi;

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/doliumen serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi
arsip yang disusun oleh KpU Xabupaten/Kota dan lembaga
kearsip-an kabupaten/kota berda3arkair peaoman Vaii6iSstopl€n oleh KPU dan Arsip Nasional nepu-btik Indoneiia; -

g. mengelola . . .
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lnelsel+ barang inventaris KpU Kabupaten/Kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang_unair*ri 

---:-

menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan
Penyelenggaraan Pemilu kepada KpU dan xpi-l provinsi serta
menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
membuat berita acara pada setiap rapat pleno KpU
Kabupaten/Kota dan ditandatangani oieh ketua dan ,nggota
KPU Kabupaten/Kota;

j. melaksanakan dengan segera
Kabupaten/Kota;

menyampaikan data hasil pemilu dari tiap_riap TpS pada
!ryk"t kabupaten/kota kepada peserta eemitu-paling iama
7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota; -
melakukan pemutalhiran dan memelihara data pemilih
secErra. -berkelanjutan dengan memperhatikan data
kependudukan sesuai keteniuan p"ratio.r, perundang_
undangan;

melalsanalan puhrsan DKpp; dan
melaksanakan kewajiban lain yang dibcrikan oleh KpU, KpU
Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Bagan Keempat

Persyaratan

Pasal 21
(1) P-g:t rlntuk mgqjadi calon anggota KpU, KpU provinsi, atau

KPU Kabupaten/Kotaadalah: -
a. Warga Negara Indonesia; :'

b. pa$a_ saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat
puluh) tahun untuk 

-calon anggota ipu, b"ru"i"'p.Iil;
f$q 35 (tiga prrluh lima) tah=un urrtuk 

""fo" 
.rige;G

KPU- Provinsi .d*, berusia paling rendah 30 Ttd;puluh) tahun untuk calon anggo-ta XR1; XabupatenfXdiif

h.

m,

n,

putusan Bawaslu

c. setia . . .
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J.

setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1045, NJgara Kesanran
Reprrblik Indonesia, Bhinneka Tunggal U<i, dan cita_cita
Proklamasi 17 Agustus l94S;
mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur,
dan adil;

memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan pemilu, ketataneglrraan, dan
kepartaian;

berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon
anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah sekolah
menengah atas atau sederajat untuk calon anggota KpU
Ihbupaten/Kota;

berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia bagi anggota KpU, di wilayah provinsi yang
Fl*gk","" bagi anggota KpU provinsi, atau di *itly.t
kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KpU
IGbupaten/Kota yang dibuktikan dengan tartu tanaa
penduduk;

mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari
penyalahgunaan narkotika;
mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik
selanrang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar
sebagai calon;

mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di
pemerintahan, dan/atau badan usaha milik
negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar
sebagai calon;

bersedia 
^ 

mengundurkan diri dari kepengurusan
otganisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan
tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi
anggota KPU, KPU provinsi, dan KpU Kabupaten/Ktta,
yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
tidak p.ernah dipidana penjara berdasarkan putusan.
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara S (lima) tahun atau iebit;

m.bersedia...
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m. bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan
surat pernyataan;

n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di
pemerintahan, dan/atau badan usaha mi[k
negara/badan usaha milik daerah selama masa
keanggotaan apabila terpilih; dan

o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama
Penyelenggara pemilu.

(2) Dalam hal calon anggota KpU, KpU provinsi, dan KpU
IGbupaten/Kota seorang petahana, tim seleksi
memperhatikan rekam jejak dan kinerja seliama menjadi
anggota KPU, KPU Provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota.

(l)

(2t

(3)

Bagan Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1

Pasal 22

Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang
berjumlah paling banyak l l (sebelas) orang anggota aeirgaa
memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit
3oolo (tiga puluh persen).

!m -sgleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu
Presiden untuk menetapkan calon anggota KpU yang akan
diajukan kepada DPR.

Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas:
a. 3 (riga) orang unsur pemerintah;

b. 4 (empat) orang unsur akademisi; dan
c. 4 (empat) orErng unsur masyarakat.
Anggota tim seleksi sslqgaimana dimaksud pada ayat (3)
harus memenuhi persyaratan: ' 

.1

a. memiliki reputasi dan rekam jejakyang baik;

(41

b. memiliki . . .
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(s)

(6)

(71

(8)

(1)

(2)

(3)

b. memiliki kredibilitas dan integritas;
c. memahami permasalahan pemilu;

d. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan
seleksi; dan

Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia
paling rendah 40 (empat puluh) tahun.
Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai salsn
anggota KPU.

Komposisi tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap
anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan
anggota.

Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan keputusan presiden dalam waktu
paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa
keanggotaan KPU.

pasal 23

Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22
melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatlan
partisipasi masyarakat.

Dalam melaksanat<an tugasnya, tim seleksi dapat dibantu
oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yarig memiliki
kompetensi di bidang yang aiperlukan.
Unhrk memilih calon anggota KpU, tim seleksi melakukan
tahapan kegiatan:

a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KpU
melalui media massa nasional;

b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KpU;
c. me_Lakukan penelitian administrasi bakal calon anggota

KPU;

d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon
anggota KPU;

e. meLakukan . . .
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(1)
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e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang
pengetatruan dan kesetiaan terhadap pancasila, undangl
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tatrun $4E,
Negara Kesahran Republik Indonesia, dan Bhinneka
Ttrnggal Ika serta pengetatruan mengenai pemilu,
ketatanegarcran, dan kepartaian;

f. melakukan tes psikologi;
g. mengumumkan melalui media massa nasional daftar

nama bakal calon anggota Kpu yang rulus seleksi tertulis
dan tes psikologi unhrk mendapatkan masukan dan
tanggapan masyarakat;

h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi
Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarilikasi atas
tanggapan dan masukan masyarakat;

i. menetapkan 14 (empat belas) nama calon anggota Kpu
dalam rapat pleno; dan

j. menyampaikan L4 (empat belas) nama calon anggota
KPU kepada Presiden.

Tim seleksi melaksanakan tatrapan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam *aktu pating
lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk.
Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi
kepada DPR.

Pasal 24

Pre_sid9n mengajukan 14 (empat belas) nama caron anggota
KPU kepada DPR paling lambat 14 (empat belas) 

-trari
terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KpU.

(21 Nama calon ssfagaimana dimaksud pada ayat (l) disusun
berdasarkan abjad serta di4iukan dengan disertai salinan
berkas administrasi.

Pasal25...
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Pasal 25
Pemilihan anggota Kpu di DpR dilakukan dalam walrtu
galing lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya berkas calon anggota Kpu dari presiden.

DPR memilih calon anggota Kpu berdasarkan hasil uji
kelayakan dan kepahrtan.

PPry menetapkan 7 (tujuh) nama calon anggota KpU
berdasarkan urutarr peringkat teratas dari 14 (eil-pat belas)
nama calon sebagaimana dimaksud dalam pasal ia ayat (Ll
berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepahrtan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, sebagai calon anggota Kpu te-rpiuh.
Dalam hal tidak ada calon anggota Kpu yang terpilih atau
calon anggota KPU terpilih kurang dari 7 (tujuh) oirrrg, DpR
meminta Presiden untuk mengajukan kembali kepada DpR
bakal calon anggota KPU sebanyak 2 (dua) kali nama calon
anggota KPU yang dibuhrhkan dalam waktu paling lama L4
(empat belas) hari terhittrng sejak surat penolakan-dari DpR
diterima oleh Presiden.

Penolakan terhadap calon anggota KpU oleh DpR
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harrya dapat dilakukan
paling banyak I (satu) kali.
Pengajuan kembali calon anggota KpU sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) bukan calon yang telah diajukan
sebelumnya.

Pemilihan calon anggota KPU yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (41 dilaksanakan berdasarkan
mekanisme yang berlalm di DPR.

DPR menyampaikan kepada Presiden nama calon anggota
KPU terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (g) dan
ayat (71.

Pasal 26

Presiden mengesahkan calon anggota KpU terpilih yang
disampaikan oleh DPR sebagaimana dimaksud dalafn
P"-"4 25 ayat (8) paling lambat 5 (tima) hari kerja terhitung
sejak diterimanya nama anggota KpU terpilih.

(2t

(3)

(4)

(s)

(6)

(71

(8)

(1)

(2)Pengesahan...
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(21 Pengesahan calon anggota KpU terpilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Kelutusan
Presiden.

(1)

(21

(3)

(4)

(s)

(6)

(71

(8)

Paragrd2
KpU provinsi

Pasal 27

KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota
KPU Provinsi pada setiap provinsi.

Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berjumlah
5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi,
profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.
Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berpendidikan paling rendah strata I (S-l) dan berusia
paling rendah 30 (tiga puluh) tahun
Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon
anggota KPU Provinsi.

Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap alrggota,
seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan keputusan KPU dalam waktu paling
lama 15 (lima belas) hari kefa terhitung S (lim{ buhn
sebelum berakhimya keanggotaan KPU Provinsi
Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara
penyeleksian calon anggota KPU provinsi dilakukan
berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KpU.

Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU sebagqimana
dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno KpU.

Pasal 28. . .
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Pasal 28
(1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2T

melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan
partisipasi masyarakat.

(21 Dalam melaksanakan ttrgasnya, tim seleksi dapat .dibanhr
oleh atau berkoordinasi dengan lembaga vang memiliki
kompetensi di bidang yang diperlukan

(3) unhrk memilih calon anggota Kpu provinsi, tim seleksi
mela-lnrkan tahapan kegiatan:

a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota Kpu
Provinsi melalui media massa lokal;

b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Kpu provinsi;

c. melakukan penelitian administrasi balral calon anggota
KPU Provinsi;

d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon
anggota KPU Provinsi;

e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang
pengetahuan dan kesetiaan terhadap pancasila, undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka
T\rnggal Ika serta pengetahuan mengenai pemilu,.
ketatanegaraan, dan kepartaian i

f. melalinrkan serangkaian tes psikologi-

g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama
bakal calon anggota KPU provinsi yang lulus seleksi
terhrlis dan tes psikologi unhrk mendapatkan masukan
dan tanggapan masyarakat;

h. melalnrkan tes kesehatan dan wawancara dengan materi
Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarilikasi atas
tanggapan dan masukan masyarakat;

i. menetapkan nama calon anggota Kpu provinsi sebanyak
2 (dua) kali jumlah calon anggota KpU provinsi yang
berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan

j. menyampaikan nama calon anggota KpU provinsi
sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Kpu provinsi
yang berakhir masa jabatannya kepada KpU.

(4) Tim. . ,

#p
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(41 Tim seleksi melaksanakan tatrapan kegratan sebagaimana
fimaksu! q+" ayat (3) secara objektif i"t.* waktii p.ri"s
lama 3 (tiga) bulan setetah tim seleksi terbenhrk.

Pasal 29
(1) Tim seleksi mengajukan nama calon anggota Kpu provinsi

sebanyak 2 (dy?) kali jumlah anggota Kpu provinsi yang
berakhir masa jabatannya kepada f-pU.

(21 Nama calon anggota KpU provinsi sebagaimana dimaksud
qrada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diqiukan
dengan disertai salinan berkas administrali.

(1)

(2)

Pasal 30

KPU melakukan uji kelayakan dan kepahrtan terhadap calon
anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29
ayat (1).

KPU memilih calon anggota Kpu provinsi berdasarkan hasil
uji kelayakan dan kepatutan.
KPU menetapkan sejumlah nama calon anggota Kpu provinsi
berdasarkan umtan peringkat teratas sesuai dengan jumlah
anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) blrdasarkan
hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (21, sebagai calon anggota Kpu provinsi terpilih.
Pgmilihan dan penetapan anggota Kpu provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh KpU dalam waktu
paling lama 6o (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya
berkas calon anggota KpU provinsi dari tim sCleksi.

Anggota KPU Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan dengan kepuhrsan KpU.

(3)

(4)

(s)

Paragraf3...
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paragraf3

KPU Kabupaten/Kota

Pasal 3l
(1) KPU membenhrk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota

KPU Kabupaten/Kota.

(21 sekretariat Kpu provinsi membantu tim seleksi yang
dibenhrk oleh Kpu unhrk menyeleksi calon anggota 

-Kpu

I(abupaten / Kota pada setiap kabupate n / kota.
(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah5 llima) orang yang berasal dari unsur akademisi,

profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas. '
(4) 4rgeot" tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berpendidikan paling rendah strata I (s-1) dan ti.*ria
paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.

(5) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon
anggota KPU lfubupaten/Kota.

(6) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota,
seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

(71 Pembenhrkan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kpu dalam *aktu
paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhihrng s (lima) bulan
sebelum berakhirnya keanggotaan KpU Kabupaten/ roia.

(8) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara
penyeleksian calon anggota Kpu Kabupaten/Kota dilakukan
berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KpU.

(9) P-9nelRan anggota tim seleksi oleh Kpu sebagaimana
dimaksud pada ayat (zl dilakukan melalui rapat plen-o Kpu.

Pasal 32
(1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3l

melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkarr
partisipasi masyarakat

(2) Dalam. . .
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Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu
oleh atau dapat berkoordinasi dengan lembagayang memiliki
kompetensi di bidang yang diperlukan.
Untuk memilih calon anggota KpU Kabupaten/Kota, tim
seleksi melakukan tahapan kcgiatan:
a. me{rgumumkan pendaftaran bakal calon anggota KpU

Kabupaten/Kota melalui media massa lokal;
b. merrerima pendaftaran bakal calon anggota KpU

I(abupaten/Kota;

c. mjBkukan penelitian administrasi bakal calon anggota
KPU I(abupaten/Kota;

d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon
anggota KPU lkbupaten/ Kota;

e. meliakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang
pengetahuan dan kese"aan terhadap pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesattran Republik Indonesia, dan Bhinneka
Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai pemilu,
ketatanegaraan, dan kepartaian;

f. melakukan tes psikologi;

g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama
bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus
seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mCndapatkan
masukan dan tanggapan masyarakat;

h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi
Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifftasi atas
tanggapan dan masukan masyarakat;

i. menetaplan nama calon anggota KpU Kabupaten/Kota
sgbanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KpU
Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatan-nya dalam
rapat pleno; dan

j. menyampaikan. . .
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j. menyampaikan nama calon anggota Kpu IGbupaten/Kota
sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KpU
Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada
KPU.

Tim seleksi melaksanalen tatrapan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) secara objektif aaum waktu paling
lama 2 (dua) bulan setelah tim seleksi terbentuk.

Pasal 33

Tim seleksi mengajukan nama calon anggota KpU
Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota
KPU Ikbupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada
KPU.

Nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) disusun berdasarkan abjad serta
diqiukan dengan disertai salinan berkas administrasi.

Pasal 34

KPU menetapkan sejumlah nama calon anggota KpU
Kabupaten/Kota berdasarkan urutan peringkat teratas
sesuai dengan jumlah anggota KPU Ihbupaten/Kota yang
berakhir masa jabatannya sebagaimana dimahsud dalam
Pasal 33 ayat (1), sebagai calon anggota KP-IJ
Kabupate n / Kota terpilih.

Pemilihan dan penetapan anggota KPU Kabupaten/Kota di
KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan datam
waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya berkas calon anggota KPU Kabupaten/Kota dari
tim seleksi.

Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (21ditetapkan dengan kepuhrsan KpU.

(1)

(21

(1)

(21

(3)

Paragraf 4
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Paragraf4

Sumpatr/Janji

Pasal 35
(l) Pelantikan anggota Kpu dilakllkan oleh presiden.

(21 Pelantikan anggota Kpu provinsi dilakukan oleh Kpu.
(3) Pelantikan anggota Kpu Kabupaten/Kota dilakukan oleh

KPU.

Pasal 36
(1) sebelum menjalankan hrgas, anggota Kpu, KpU provinsi, dan

KPU Kabupaten/ Kota mengucapkan sumpah/janji.
(21 Sumpah/janji anggota KpU,

I(abupate n / Kota sebagai berikut.
KPU Provinsi, KPU

"Demi Allah (ftrhan), saya bersumpah/berjanji:
Blhwa saya akan memenuhi hrgas dan kewajiban saya
sebagai anggota Komisi pemilihan umum/Komisi pemilihan
umum Provinsi/Komisi pemilihan umum KabupatenlKota
dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-
YI{*g"r, dengan berpedoman pada pancasila dan undan[-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tatrun 194s. - 

,

pahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan
!,ekerja dengan sungguh-sungguh, lujur, adil, dan Iermat
lemi suksesnya Pemilihan umum anggota Dewan perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daeratr, presiden dan wakil
Presiden serta Dewan perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya
demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepen-tingan
Negara Kesatuan Repubtik Indonesia daripada kepentinlan
pribadi atau golongan."

Paragrafs...
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Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 37

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota
berhenti antarwakhr karena:

a. meninggal dunia;

b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksan"l*r,
hrgas, dan kewajiban; atau

c. diberhentikan dengan tidak hormat.
Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota
diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c apabila:

a. tidak lagi memenuhi syarat. sebagai anggota KpU, KpU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

b. melanggar sumpatr/janji jabatan dan/atau kode etik;
c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3

(tiga) bulan secara berhrrut-hrrut tanpa alasan yang sah;
d. dipidana penjara berdasarkan puhrsan pengadilan yang

telah memperoleh kelnratan hukum tetap karena
melalmkan tindak pidana pemilu dan tindak pidana
lainnya;

e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi hrgas dan
kewajibannya selama 3 (tiga) kali berhrrut-hrrut tanpa
alasan yang jelas; atau

f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KpU,
KPU Provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota dalam
mengambil keputusan dan penetapan ss[agaimana
ketenhran perahrran perundang-undangan

Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
dengan ketentuan:
a. anggota KPU diberhentikan oleh presiden;

(3)

b. anggota. . .
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b. anggota KPU Provinsi diberhentikan oleh KpU; dan
c. anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan oleh KpU.
Penggantian antarwaktu anggota Kpu, Kpu provinsi, atau
KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan ketenhran- 

,

a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KpU urutan
peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang ditakLlkan
oleh DPR;

b. anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KpU
Provinsi umtan peringkat berilnrtnya dari hasil pemilihan
yang dilakrkan oleh KPU; dan

c. anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon
anggota KPU Ikbupaten/Kota urutan peringkat
berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KpU.

Pasal 38

Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KpU
Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (21 humf i,
huruf b, hunrf c, huruf e, dan/atau humf f didahului dengan
verifikasi oleh DKPP atas:

a. pengaduan secara terhrlis dari Penyelenggfia Pemilu,.
Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih;
dan/atau

b. rekomendasi dari DPR.

Dalam pemberhentian sggagaimana dimaksud pada ayat (l),
anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus
diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.

Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian
anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang
bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU,
KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan
diterbitkannya keputrrsan pemberhentian.

(1)

(21

(3)

(4) Ketentuan. . .
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(4)

(s)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemlaain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan
putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatui dengan
Peraturan DKPP.

Peraturan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan terhihrng sejak anggota
DKPP mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 39
(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

diberhentikan sementara karena:

a. menjadi terdalrwa dalam perkara
diancam dengan pidana penjara
lebih;

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu;
atau

c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (3).

Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau Kru
Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena
melakukan tindak pidana seb,gairrrana dimaksud pada
ayat (l) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
yang bersanglutan diberhentikan sebagai anggota KPU, KPU
Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KpU
Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah karena
tidak melakukan tindak pidana sebag4imana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
yang bersangkutan harus diaktilkan kembali dengan
keputusan:

a. Presiden untuk anggota KPU;

b. KPU untuk anggota KPU Provinsi; dan
c. KPU untuk anggota KPU Kabupaten/Kota.

tindak pidana yang
5 (lima) tahun atau

(21

(3)

(a) Dafam . . .
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D-.d"1 hal keputusan pengaltitan kembali sebagaimana
9M*l gada ayat (3) tidak diterbitl<an dalam waatir pating
lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya putusan pengadilan
yanq- _telah memperoleh kehratan hukum tetap, dengan
sendirinya anggota KPU, KpU provinsi, atau KpU
Kabupaten/ Kota aktif kembali.
Dalam hal anggota KPU, KpU provinsi, atau KpU
Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan
rehabilitasi nama anggota KPU, KpU provinsi, atau KpU
Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari keda dan
dapat diperpanjang paling lama 30 (tig4 puluh) hari kerja.
Dalam hal perpanjangan waktu sefugaimana dimaksud pada
ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang
bersangkutan dinyatakan berhenti berdasarkan Undang-
Undang ini.

(s)

(6)

(71

Bagian Keenam

Pasal 4O

Pengambilan keputusan KPU, KpU provinsi, dan KpU
Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.

Pasal 41

(1) Jenis rapat pleno KPU, KpU provinsi, dan KpU
Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. rapat pleno tertuhrp; dan
b. rapat pleno terbuka.

(21 Pemilihan Ketua KPU, KPU provinsi dan KpU
I(abupaten/ Kota diputuskan melalui rapat pleno tertutup, .

(3) Rekapitutasi...
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Rekapihrlasi penghittrngan suara dan penetapan hasil pemilu

+l"k"k " 
oleh KPU, KpU provinsi, dan KpU iGbupater,TKota

dalam rapat pleno terbuka

Pasal 42

Rapat pleno KPU sah jika dihadiri oleh paling sedikit
2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota KpU yang aiUut<tifan
dengan daftar hadir.
Keputusan rapat pleno KPU sahjika disetujui oleh lebih dari
507-o (lima puluh persen) dari jumlah anggota KpU yang
hadir.

Pasal 43

Rapat pleno KPU Provinsi sah datam hal:
a. jy{ah anggota KPU Provinsi beiumlah 7 (tujuh) orang,

dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota KpU
Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir; atau

b. jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah S (lima) orang,
dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KpU
Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir.

Kepuhrsan rapat pleno KPU Provinsi sah dalam hal:
a. jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang,

disehrjui oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota KpU
Provinsi yang hadir;

b. jumlatr KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, disetujui
oleh paling sedikit 3 (tiCa) orang anggota KpU provinsi
yang hadir.

Pasal 44

Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal:
a. jumLah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumtah S (lima)

orang, dihadiri oleh paling sedikit A (tiga) orang anggota
KPU lkbupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar
hadir;

(1)

(2)

(1)

(2t

(1)

b. jumlah.. .
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b. jumlah anggota KpU l(abupaten/I<ota berjumlah 3 (Uga)orang, dihadiri oleh seluruh anggota fpU
Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daEr hadir;

Keputusan rapat pleno KpU Kabupate n /Kota sah dalam hal:.
a. jumlah KPU-Ihbupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang,

$ls9tujui oleh paling sedikit 3 (tiga) or.rrg 
"rrggot" 

I(PU
IGbupaten/Kota yang hadir.

b. jumlah KPIJ IGbupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang,.
disetujui oleh seluruh anggota KnU XabupatenTf6t" y"nl
hadir.

Pasal 45

P9IT hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KpU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan
hasil Pemilu ditunda paling lama 3 (tiga) jam.
Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno
dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
Khusus rapat pleno KPU, KpU provinsi, dan KpU
Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil pemilu tidak
dilakukan pemungutan suaf,a.

pasal 46

Undangan dan agenda rapat pleno KpU, KpU provinsi, dan
KP1J lkbupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (riga) hari
sebelumnya.

Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KpU, Ketua KpU provinsi,
dan Kehra KPU Kabupaten/lbts.-

{naUita ketua berhalangan, rapat pleno KpU, KpU provinsi,
dan KPlJ-Ikbupaten/Kota dipimpin oleh salah satu anggota
yang dipilih secara aklamasi.
Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KpU provinsi, dan
sekretaris KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan
dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

(1)

t2t

(3)

(1)

(21

(3)

(4)

Pasd47 .. .
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Pasal 47

{:tua wq'ib menandatangani penetapan hasil pemilu yang
$f:q$.dalam rapat-pleno dalarn waktu pafing iaml
3 (tiga) hari kerja.

P{r--hal penetapan hasil pemilu tidak ditandatangani
ketua dalam waktu 3 (riga) hari kerja sebagaimana dimaksud
pa$ gfat '(l), salah satu anggota menandatangani penetapan
hasil Pemilu.

Dalam hal tidak ada anggota KpU, KpU provinsi, dan KpU
I(abupaten/Kota yang menandatangani penetapan hasil
femilu, dengan sendirinya hasil pemilu dinyatakan sah dan
berlaku.

Bagian Ketujuh
Pertanggungiawaban dan pelaporan

Pasal 48

Dalam menjalankan tugasnya, KpU:

a. melaksanakan pertanggungjawaban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. melapor kepada DPR dan presiden mengenai pelaksanaan
tugas penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dnn
tugas lainnya

laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh
t3hapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
disampaikan secara periodik dalam setiap' tatrapan
Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
I rporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh
Elr.p-.r, - 

Pemilu sebagaimana aimaksud - pada ayat (2)
ditembuskan kepada Bawaslu.

(1)

(2t

(3)

Pasal 49...
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Pasal 51

(1) PPK dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat
kecamatan.

(21 PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.
(3) PPK dibentuk oleh KPU l(abupaten/Kota. paling lambat6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan

dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan
suara.

(41 Dalam hal terjadi penghihrngan dan pemungutan suara
ulang, Pemilu susulan, dan pemilu lanjutan, ma-sa ke6a pnK
diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat Z 1aual
bulan setelah pemungutan suara.

_4L_

pasal 49

P"t p menjalankan tugasnya, KpU provinsi bertanggung
jawab kepada KPU.

KPU - Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan
Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada XpU.

Pasal 50

Dalam menjalankan tugasnya, KpU Kabupaten/Kota
bertanggung jawab kepada KpU provinsi.

KPU Kabupaten/lbta menyampaikan laporan kinerja dan
Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KpU
Provinsi.

Bagan Kedelapan

Panitia Pemilihan

Paragraf I
PPK

Pasal 52...
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pasal 52

Anggota PPK sebanyak 3 (figa) orang berasal dari tokoh
yla:yaralqt yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-
Undang ini.
Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KpU
Ikbupaten/Kota.

Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan
perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Dalam menjalankan tugasnya, ppK dibantu oleh sekretariat
yang dipimpin oleh sekretaris dari aparatur sipil negara yang
memenuhi persyaratan,

PPK melalui KPU lkbupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga)
nama calon sekretaris PPK kepada bupati/walikota untuk
selar{utnya dipilih dan ditetapkan I (satu) nama sebagai
sekretaris PPK dengan keputusan bupati/walikota.

Pasal 53
(l) PPK bertugas:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di
tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KpU, KpU
Provinsi, dan KPU lhbupaten/Kota;

b. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KpU
I(abupaten/Kota;

c. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil
penghitungan suara Pemilu anggota DpR, anggota DpD,
Presiden dan Wakil presiden, anggota DpRD provinsi,
serta anggota DPRD I(abupaten/Kota di kecamatan yang
bersangkutan berdasarkan berita acara hasil
penghitungan suara di TpS dan dihadiri oleh saksi
Peserta Pemilu;

d. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

e. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu
dan/€tau yang berkaitan dengan tugal dan wewenang
PPK kepada masyarakat;

f. melaksanakan . . .
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f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KpU, KpU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan l

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketenhran
peraturan perundang-undangan.

PPK berwenang:

a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh
TPS di wilayah kerjanya;

b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KpU,
KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

c. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PPK berkewajiban:

a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar
pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;

b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam
menyelenggarakan Pemilu;

c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
dise rnFaikan oleh Panwaslu Kecamatan;

d. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KpU,
KPU Provinsi, KPU Ikbupaten/Kota sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

e. meliaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Paragral2. . .
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Paragraf 2

PPS

Pasal 54

PPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di
keluralran/desa.

PPS berkedudukan di kelurahan/desa.
PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6
(enam) bulan sebelum Penyelenggaraan pemilu dan
dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari
pemungutan suara.

Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara
ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS
dtperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua)
bulan setelah pemungutan suara dimaksud.

Pasal 55

Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh
masyarakat yang memenuhi syarat berdasarlran Undang:
Undang ini.

(21 Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU
Kabupaten/Kota.

(3) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan
perempuan paling sedikit 30olo (tiga puluh persen).

Pasal 56

PPS bertugas:

a. mengumumkan daftar pemilih sementara;

b. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih
sementaral

c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan
daftar pemilih sementara;

d. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada
KPU Kabupaten / Kota melalui PPK;

e. melaksanakan . . ,
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melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di
tingkat keluratran/desa yana tehh ditetap6n oleh Kpu, Kpu
Provinsi, KPU lhbupaten/Kota, dan ppK;

mengumpulkan hasil penghihrngan suara dari seluruh Tps
di wilayatr kerjanya;

menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh Tps'
kepada PPK;

melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan pemilu dan/atau
yang berkaitan dengan hrgas dan wewenang ppS kepada
masyarakat;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KpU, KpU
Provinsi, KPU Kabupaten/l(ota, dan ppK sesuai dengan
ketentrran peratrrran pemndang-undangan; dan
melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perahrran
perundang-undangan

h.

j.

k.

l.

Pasal 57

PPS berwenang:

a. membenhrk KPPS;

b. mengarrgkatPantarlih;

c. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara
sebagaimana dimaksud dalam pasal s6 huruf c unhrk
menjadi daftar pemilih tetap;

d. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh Kpu, Kpu
Provinsi, KPU IhbupatenfKota,, dan ppK sesuai dengan
ketenttran peratrrran perundang-undangan; dan

e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 5E . .

g.
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Pasal 58

PPfi berkewajiban:

a. membanttr KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan
PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar
pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar
pemilih tetap;

c. menjaSa dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah
penghihrngan suara dan setelah kotak suara disegel;

d. meneruskan kotak suara dari setiap ppS kepada ppK pada
hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan
suara dari setiap TPS;

e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/ Desa;

f. membanhr PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali
dalam hal penghitungan suara;

g. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KpU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1)

Paragraf 3

KPPS

Pasal 59

Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota
masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat
berdasarkan Undang-Undang ini. t'

Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara
terbuka dengan mempcrhatikan kompetensi, kapasitas,
integritas, dan kemandirian calon anggota KppS,

(2t

(3) Anggota. . .
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Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh pps atas
narna kehra KPU Kabupaten/Kota.

Komposisi keanggotaan KPps memperhatikan keterwakilan
perempuan paling sedikit 30o/o (tiga puluh persen).

Pengangkatan dan pemberhentian anggota KppS wajib
dilaporkan kepada KPU Ikbupaten/Kota.
susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua
merangkap anggota dan anggota.

Pasal 60
KPPS bertugas:

a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TpS;
b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta

Pemilu yang hadir dan Pengawas TpS dan dalam hal peserta
Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diseratrkan
kepada Peserta Pemilu;

c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di rps;
d. membuat berita acara pemungutan dan penghihrngan suara

serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib
menyeratrkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas
TPS, dan PPK melalui ppS;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kpu, Kpu
Provinsi, KPU lhbupaten/Kota, ppK, dan pps sesuai dengan
perahrran penrndang-undangan ;

f. meny-ampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada
pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap ,rrrttrt
menggunakan hak pilihnya di TpS; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal6l
KPPS berwenang:

a. mengumumkan hasil penghittrngan suara di TpS;

b. melaksanakan . .
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b. melaksanakan weweffrng lain yang diberikan oleh KpU, KpU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,'dan PPS sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

KPPS berkewajiban:

a. menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;

b. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yan!
disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari
pemungutan suara;

c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah
penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan
Panwaslu Kelurahan/Desa;

e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara
dan sertilikat hasil penghihrngan suara kepada PPK melalui
PPS padahariyang sama;

f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU
Provinsi, KPU KabupatenfKota, PPK, dan PPS sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
perahrran perundang-undangan. :

PPLN berkedudukan
Indonesia.

Paragraf4

PPLN

Pasal 63

di kantor perwakilan Republik(1)

(2) Anggota. . .
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(21 Anggota PPLN berjumlah pating sedikit 3 (tiga) orang dan
paling banyak 7 (hljuh) orang yang berasal dari wakil
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masyarakat Indonesia.

Anggota PPLN diangkat dan diberhentikan
usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia
wilayah keg'anya.

Susunan keanggotaan PPLN terdiri atas
merangkap anggota dan anggota.

(3)

(4)

oleh KPU atas
sesuai dengan

seorang ketua

Pasal 64

PPLN bertugas:

a, mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukaa
perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat
Indonesia di luar negeri, mengumumkan daftar pemilih hasil
perbaikan, serta menetapkan daftar pemilih tetap;

b. menyampaikan daftar pemilih Warga Negara Republik
Indonesia kepada KPU;

c. melaksanakan Ahapan Penyelenggaraan pemilu yang telah
ditetapkan oleh KPU;

d. melakukan rekapifulasi hasil penghihrngan suara dari
seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya;

e. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh
TPSLN di wilayah kerjanya;

f. menyerahkan berita acara dan sertifrkat hasil penghitungan
suara kepada KPU;

g. mengirimkan rekapitulasi suara dari seluruh TPSLN di
wilayah kerjanya secara elektronik ke KpU dalam hal telah
tersedia infrastruktur yang memadai untuk melakukan
rekapitulasi elektronik;

h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu di witayah kerjanya;

i. melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan pemilu dan/atau
yang berkaitan dengan tugas dan wewenang ppLN kepada
masyarakat Indonesia di luar negeri;

j. melaksanakan. . .
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j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KpU sesuai
dengan perahrran perundang-undangirn; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 65

PPLN berwenang:

a. membenhrk KPPSLN;

b. menetapkan daftar pemilih tetap;

c. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

d. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

PPLN berkewajiban:

a. membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran
pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih
perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara;
c. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

KPPSLN

Pasal 67
(1) Anggota KPPSLN paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling

banyak 7 (tujuh) orang yang memenuhi syarat berdasarkan
Undang-Undang ini.

data
hasil

(2) Anggota.
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Anggota KPPSLN diangkat dan
PPLN atas nama Kehra KPU.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian
dilaporkan kepada KPU.

dibErhentikan oleh ketuat2l

(4)

anggota KPPSILN wajib

Susunan keanggotaan KPPSLN terdiri atas seorang ketua
merangkap anggota dan anggota.

Pasal 68

KPPSLN bertugas:

a.

b.

mengumumkan daftar pemilih tetap di TPSLN;

menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi Peserta
Pemilu yang hadir dan Panwaslu LN dan dalam hal Peserta
Pemilu tidak memiliki saksi, daftar psmilih tetap diserahkan
kepada Peserta Pemilu;

melaksanakan pemungutan dan penghihrngart suara di
TPSLN;

membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara
serta membuat sertilikat penghitungan suara dan wajib
menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu LN,
dan KPU melalui PPSLN;

menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepa.da
pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk
menggunakan hak pilihnya di TPSLN;

melaksanakan hrgas lain yang diberikan oleh KPU; dan

melaksanakan hrgas lain sesuai dengan ketenhran peraturan
perundang-undangan.

d.

f.

o

Pasal 69

KPPSLN berwenang:

a. mengumumkan hasil penghitungan suara di TpSLN;
b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan olch KpU; dan.
c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 70...
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Pasal 70

KPPSLN berkewajiban:

a. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
disampaikan oleh saksi, Panwaslu LN, Peserta Pemilu, dan
masyarakat pada hari pemungutan suara;

b. mengamankan kotak suara setelah penghitungan suara;

c. menyerahkan hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil
penghitungan suara kepada PPLN;

d. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU; dan

e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

:

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan tata kerja PPK,
PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN diatur dalam Peraturan KPU.

Paragraf6

Persyaratan

PasaJT2

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN,
KPPSLN meliputi:

a. Warga Negara Indonesia;

b. berusia paling rendah 17 (tLfiuh belas) tahun;
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunegal lka"
dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;

dan

e. tidak .
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tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan
surat pemyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam
waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik
yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus
partai politik yang bersangkutan;

berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan
KPPSLN;

mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari
penyalahgunaan narkotika;

berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau
sederajat; dan

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 fifuna) tahun atau lebih.

(1)

(2t

ParagrafT

Sumpah Janji

Pasal 73

Sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN,
KPPSLN, mengucapkan sumpah/janji.
Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN
sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpatr/ berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya
sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia
Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara/Panitia Pemilihan Luar Negara/Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dengan
sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tal.un 1945.

Bahwa. . .
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lahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan
bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat
demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan perwakilan
Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan Wakil
Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya
demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan
Negera Kesahran Republik Indonesia daripada kepentingan
pribadi atau golongan.'

(1)

Paragraf 8

Pemberhentian

Pasal 74

Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diberhentikan
dengan tidak hormat apabila:

a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota ppK, pps,
KPPS, PPLN, dan KPPSLN;

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa

alasan yang sah;

d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana Pemilu dan/atau tindak pidana
lainnya;

e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan
kewqiibannya tanpa alasan yang jelas; atau

f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat ppK,
KPPS, PPLN, dan KPPSLN dalam mengambii

keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan
perahrran perundang-undangan.

Pemberhentian anggota PPK, PPS, dan KppS yang telah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, danr/atau huruf f
didahului dengan verifikasi oleh KpU I(abupaten/Kota.

(2)

(3) Pemberhentian . . .
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Pemberhentian anggota PPLN dan KppSLN yang telah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f
didahului dengan verifikasi oleh KPU.

Dalam hal rapat pleno KPU l(abupaten/Kota memuhrs
pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat
(2l,, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara
sebagai PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya
kepuhrsan pemberhentian.

Dalam hal rapat pleno KPU memuttrs pemberhentian anggota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota yang
bersanglmtan diberhentikan sementara sebagai anggota
PPLN dan KPPSLN sampai dengan diterbitkannya keputusan
pemberhentian.

Bagian Kesembilan

Peraturan dan Kepuhrsan KPU

Pasal 75

Unhrk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini, KPU membenttrk Perahrran KpU dan
kepuhrsan KPU.

Peratuuan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempakan pelaksanaan perahrran perundang-undangan.

Unttrk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KpU provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan
dengan berpedoman pada keputusan Kpu dan peraturan
KPU.

Dalam hal KPU membentuk Peraturan Kpu yang berkaitan
$e1San pelaksanaan tahapan Pemilu, KpU wajib,
berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat
dengar pendapat

(1)

l2l

(3)

(41

Pasal76...
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Pasal 76

Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan
Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh
MahkamahAgung

Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya
Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan
pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.

Mahkamah Agung memuhrs penyelesaian pengujian
Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima
oleh Mahkamah Agung.

(5) Pengujian Peraturan KPU oleh Mahkamah fuung,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagan Kesepuluh

Kesekretariatan

Paragraf 1

Susunan

PasalTT

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Ikbupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal
KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU
Kabupaten/Kota.

Pasal 78
(1) Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan

sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.

(2) Pegawai . . .
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Pegawai KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan selrretariat KPU
IGbupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen
kepegawaian.

Pasal 79

Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris
Jenderal, yang dibanhr oleh paling banyak 3 (tiga) deputi dan
I (satu) Inspektur Utama.

Sekretaris Jenderal KPU, deputi, dan Inspekhr Utama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur
sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya.

Sekretaris Jenderal KPU, deputi, dan Inspektur Utama
sebagairnana dimalsud pada ayat (21 diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usulan KPU.

Sekretaris Jenderal KPU bertanggung jawab kepada lGtua
KPU.

Deputi dan Inspektur Utama bertanggung jawab kepada
Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU.

Pasal 80

(1) Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh sekretaris KPU
Provinsi,

Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketenhran p€raturan penrndang-
undangan.

Sekretaris KPU Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh
Selrretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. 

.

Sekretaris KPU Provinsi secara administratif beranggung
jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara fungsional
bertanggungjawab kepada ketua KPU Provinsi.

(1)

(2t

(3)

(4)

(5)

(2t

(3)

(4)

Pasal 81 ...
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Pasal 81

(1) Sekretariat KPU lhbupaten/llota dipimpin oleh sekretaris
KPU Kabupaten/Kota.

121 Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Sekretaris KPU Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan
oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif
bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan
secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua KPU
Ikbupaten/Kota.

Pasal 82

Ketenhran lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi,
wewenang dan tata keda Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat
KPU Provinsi, dan sekretariat KPU lhbupaten/Kota diatur dengan
Peraturan Presiden.

Pasal 83

Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU
Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat ditetapkan
jabatan fungsional tertentu yang jumlah dan jenisnya sesuai
dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan.

Pasal 84

Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal
KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU
Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris
Jenderal KPU.

(3)

(4)

Paragral2...
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Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 85

Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan
sekretariat KPU lhbupaten/Kota masing-masing mendukung dan
memfasilitasi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 86
(1) Sekretariat Jenderal KPU bertugas:

a. membantu pen5rusunan program dan anggaran Pemilu;

b. memberikan dukungan teknis administratif dan
membantu pelaksanaan tugas KPU dalarn
menyelenggarakan Pemilu;

c. membantu perumusan dan penyusunan rancangan
peraturan dan keputusan KPU;

d. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi
penyelesaian sengketa Pemilu;

e. membanhr penyusunan laporan penyelenggaraan
kegiatan dan pertanggungiawaban KPU;

f. membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal;
dan

g. membantu pelaksanaan tugas-tugas Lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

l2l Sekretariat Jenderal KPU berwenang:

a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norrna, standar,
prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu
sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebuhrhan
atas persetqjuan KPU;

d. memberikan .
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d. memberikan Layanan administrasi, ketatausahaan, dan
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

e. menjahrhkan sanksi administratif dan/atau
menonaktilkan sementara pegawai Sekretariat Jenderal
KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU
Kabupaten/Kota, yang nyata-nyata melakukan tindakan
yang mengakibatkan terganggunya tahapan
Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung
berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau berdasarkan
ketentuan perahfian perundang-undangan.

Sekretariat Jenderal KPU berkewajiban:

a. menJrusun laporan pe rtanggungiawaban keuangan;

b. memelihara arsip dan doliiumen Pemilu; dan .

c. mengelola barang inventaris KPU.

Sekretariat Jenderal KPU bertanggung jawab dalam hal
administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Sekretariat KPU Provinsi bertugas:

a. membantu pen5rusunan program dan anggaran Pemilu;

b. memberikan dukungan teknis administratif;
c. membantu pelaksanaan ttrgas KPU Provinsi dalarn

menyelenggaralan Pemilu;

d. membantu pendistribusian perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan
Wakil Presiden, serta DPRD;

e. membantu perumusan dan pen5rusunan rancangan
keputusan KPU Provinsi;

f. membantu penrusunan laporan penyelenggaraan
kegiatan dan pertenggungiawaban KPU Provinsi; dan

g. membantu . . .
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(2)

g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan

Sekretariat KPU Provinsi berwenang:

a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norlna, standar,
prosedur, dan kebuhrhan yang ditetapkan oleh KpU;

b, mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu
sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban:

a. men3rusun laporan pertanggungiawaban keuangan;

b. memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
c. mengelola barang inventaris KPU Provinsi

Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal
admiaistrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Sekretariat KPU Ikbupaten / Kota bertugas:

a. membanhr pen5rusunan program dan anggaran Pemilu;

b. memberikan dukungan teknis administratiS
c. membantu pelaksanaan hrgas KPU Kabupaten/Kota

dalam menyelenggarakan Pemilu; 
,

(3)

(4)

(1)

d. membantu pendistribusian perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilu anggota DpR, DpD, presiden dan
Wakil Presiden, serta DPRD; :

e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan
keputusan KPU Kabupatet / lbta;

f. membantu pen5rusunan laporan penyelenggaraan
kegiatan dan pertanggungiawaban KPU Kabupaten/Kota;
dan

g. membantu .
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g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai
dengan ketenhran peraturan perundang-undangan

Sekretariat KPU Kabupate n / Kota berwenang:

a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norrna, standar,
prosedur, dan kebuhrhan yang ditetapkan oleh KPU;

b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu
sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan
ketenhran perattrran penrndang-undangan; dan

c. memberikan layanan administrasi, ketatausatraan, dan
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupate n / Kota berkewajiban:

a. menJrusun laporan pertanggungiawaban keuangan;

b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
c. mengelola barang inventaris KPU lfubupatenlKota.
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam
hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa
berdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan. 

.

BAB II

PENGAWAS PEMILU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 89

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh
Bawaslu.

Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Bawaslu;

c. Bawaslu Kabupaten/Kota;

(3)

(4)

(1)

(21

d. Panwaslu .
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d. Panwaslu Kecamatan; l

e. Panwaslu Kelurahan/Desa;

f. Panwaslu LN; dan
g. PengawasTPS.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu l(abupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, panwaslu
LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan
pemerintatran daerah yang bersifat khusus atau istimewa
yang diahrr dengan undang-undang.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota
bersifat tetap.

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
Panwaslu LN, dan Pengawas TPS, sebegai'nana dimaksud
pada ayat (1) bersifat ad loc.

Pasal 90

Panwaslu lGcamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, dan
Panwaslu LN dibentuk paling lambat I (satu) bulan sebelum
tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan
berakhir paling lambat 2 (dud bulan setelah seluruh
tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai.

Pengawas TPS dibenhrk paling lambat 23 (dua puluh rga)
hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling
lambat 7 (hrjuh) hari setelah hari pemungutan suara.

t4l

(s)

(1)

(2t

Bagian Kedua

Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 91

(1) Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara.
(21 Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
(3) Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu

kabupaten/kota.
kota

(4) Panwaslu
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Panwaslu Kecamatan berkedudukan di kecamatan,

Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di
kelurahan/desa.

Panwaslu LN berkedudukan di kantor peru'akilan Republik
Indonesia.

Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.

Pasal 92

(1) Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas
pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.

(2) Jumlah anggota:

a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang;

b. Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang;

c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tga) atau 5 (lima)
orang; dan

d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang. '.

(3) Jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (21

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(4) Jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa di setiap
kelurahan/desa sebanyak I (satu) orang.

(5) Jumlah anggota Panwaslu LN berjumlah 3 (tiga) orang.

(6) Pengawas TPS berjumlah 1 (sahr) orang setiap TPS.

(71 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN terdiri atas seorang
ketua merangkap anggota dan anggota.

(8) Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu.

(9) Ketua Bawaslu Provinsi, ketua Bawaslu Kabupaten/Kota,
kctua Panwaslu Kecamatan, dan ketua Panwaslu LN dipilih
dari dan oleh anggota.

(1O) Setiap. . .
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(10) Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, ketua Panwaslu Kecamatan, dan kehra
Panwaslu LN mempunyai hak suara yang sama.

(11) Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan
perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

(12) Jabatan Ketua dan anggota Bawaslu, ketua dan anggota
Bawaslu Provinsi, kehra dan anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

(13) Masa jabatan keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan
sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sattr kali
masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Bagian Ketiga

T\rgas, Wewenang, dan Kewajiban

Paragraf 1

Bawaslu

Pasal 93

Bawaslu bertugas:

a. menJrusun standar tata laksana pengawasan
Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap
tingkatan;

b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan

2. sengketa proses Pemilu;

c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri
atas:

1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;

3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan

4. pelaksanaan
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4. pelaksanaan persiapan tainnya dalam Penyelenggaraan
Pemilu sesuai dengan ketentuan perahrran perundang-
undangan;

mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu,
yang terdiri atas:

1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih
sementara serta daftar pemilih tetap;

2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD
kabupaten/kota;

3. penetapan Peserta Pemilu;

4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon,
calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon
anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

5. pelaksanaan dan dana kampanye;

6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara
hasil Pemilu di TPS;

8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan
suara, dan sertifrkat hasil penghihrngan suara dari
tingkatTPS sampai ke PPK;

9. rekapihrlasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK,
KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara
ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

11. penetapan hasil Pemilu;

mencegah terjadinya praktik politik uang;

mengawasi netralitas aparatur sipil negEua, netralitas
anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota
Kepolisian Republik Indonesia;

mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri
ata.s:

1. putusan DKPP;

2. putusan . . .
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putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa
Pemilu;

putusan/kepuhrsan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Ihbupaten/ Kota;

keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU l(abupaten/Kota;
dan

5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran
netralitas aparahrr sipil negara, netralitas anggota
Tentara Nasional Indonesia, dan netrditas anggota
Kepolisian Republik Indonesia;

menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara
Pemilu kepada DKPP;

menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada
Gakkumdu;

mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi
arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

mengevaluasi pengawasan Pemilu;

mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 94

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan
pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

a. mengidentilikasi dan memetakan potensi kerawanan
serta pelanggaran Pemilu;

b. mengoordinasikan, men5rupervisi, membimbing,
memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;

c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan

d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
Pemilu.

(2) Dalam . . .

j.

k.

L

m.

(1)
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Dalam melalrukan penindakan pelanggaran Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 hunrf b, Bawaslu
bertugas:

a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran
Pemilu;

b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;

c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu,
dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu,
danTatau dugaan tindak pidana Pemilu; dan ' 

,

d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

Dalam melaliukan penindakan sengketa proses Pemilu
sebagaimana dimaksua dahm Pasal 

-93 tturuf b, Bawaslu
berhrgas:

a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilu;

b. memverilikasi secara formal dan materiel permohonan
penyelesaian sengketa proses Pemilu;

c. melalmkan mediasi antarpihak yang bersengketa;

d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu;
dan

Pasal 95

Bawaslu berwenang:

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan
dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai
Pemilu;

memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran,
administrasi Pemilu;

memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik
uarg;

d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan
memuhrs penyelesaian sengketa proses Pemilu;

(3)

b.

c.

e. merekomendasikan . . .


